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BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun

Anggaran 2020;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nom.or 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 37  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
[lir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncmor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lsmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang . Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan «dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
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kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tenten
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indones'a Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20035
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2008 Nomo1 29);

Peraturan Daecah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

.Laporan Realisasi Anggaran,
.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

.Laporan Operasional,
. Laporan Arus Kas;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan

a
b
c. Neraca,
d
g
f.

aq

. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Lapc?ran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

L.aporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:




Pendapatan
Belanja
Surplus

Pembiayaan

- Penerimaan

- Pengeluaran
Minus

Rp.
Rp.

.

1.36:2.285.274.507,00
1.355759.375.073,23

Rp.
Rp.

Rp.

2.614.368.375,85
3.550.000.000,00

Rp.

Pasal 3

5.525.899.433,77

(935.631.624,15)

Uraian Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

L, - i

Rp.
a. Anggaran Pendapatan sete

b

2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumla

elisih Anggaran

. Realisasi

(54.312.637.080,21) dengan rincian sebagai berikut :
lah perubahan Rp.

Rp.

dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

1.416.597.911.587,21
1.362.285.274.507,00

Selisih (kurang) Rp.

dengan rincian sebagai berikut.
a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.

b

. Realisasi

Rp.

(54.312.637.080,21)

h Rp. (58.902.904.889,83)

1.415.662.279.963,06
1.356.759.375.073,23

Selisih (kurang) Rp.

3 Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus sejumlah
dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Surplus setelah perubahan Rp.

b

4. Selisih Angg

. Realisasi

Rp. 0,00
dengan rincian sebagal berikut:
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah  Rp.

b

perubahan
. Realisasi

Rp.
Selisib Lebih  Rp.

Rp.

(58.902.904.889,83)

Rp. 4.590.267.809,62

035.631.624,15
5.525.899.433,77

4.590.267.809,62

aran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah

2.614.368.375,85

2.614.368.375,85

Selisih (kurang) Rp.

0,00

5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.

0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah  Rp.

b.

perubahan
Realisasi

Rp.

3.550.000.000,00

3.550.000.000,00

Selisih Rp.

0,00

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 0,00
dengan rincian sebagai kerikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setel.h Rp.
perubahan
b. Realisasi Rp.

(935.631.624,15)

(935.631.624,15)

Selisih ( kurang ) Rp.

0,00
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l‘ Laporan Perubahan
ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

il

Pasal 4

Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

2,614,368,375.85

a. Saldo Anggaran Lebih 2019 Rp.
4.590.267.809,62

b. Saldo Anggaran Lebih 2020 Rp.

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
Tahun 2020 sebagal berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 0.936.344.599.678,79
b. Jumlah Kewajiban Rp. 19.512.283.508,88
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.916.832.316.169,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan — LO Rp. 1.109.847.501.298,21
b. Beban - LO ) Rp. 1.100.005.612.886,09
c. Surplus/Defisit Rp. 9.841.888.412,12
d. Surplus/Defisit - Kegiatan Non Operasiona! Rp. (7.082.004.220,00)
e. Pos Luar Biasa Rp. 0,00
f. Surplus/Defisit = LO Rp. 2.759.884.192,12

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020 Rp. 2.617.266.125,85

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 289.328.762.959,40

o Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp. (287.352.863.525,63)

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendar aan Rp. 0,00

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp. (2.897.750,00)

f.  Saldo kas akhir per 31 Desember 2020 Rp. 4.620.304.388,62
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagal
berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 2.916.541.850.928,42

b. Surplus/Defisit - LO Rp. 2.759.884.192,12

c. Dampak Perubahan Kebijakan Rp. (2.469.418.950,63)

d. Ekuitas Akhir Rp. 7.916.832.316.169,91
Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
hurulf g‘Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.




Pasal 10

raian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
lanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam
impuan  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ai, yang terdiri dari :

2. Lampiran |
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran [.3

Lampiran 1.4

Lampiran I
Lampiran III
Lampiran [V
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

P e 80T

Lampiran XI
Lampiran XII

—

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII :
LampiranXVIII :
Lampiran XIX

» 5,00 OB 3

t. Lampiran XX

Laporan Realisasi Anggaramn,

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;"

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca,

Laporan Arus Kas,

Catatan Atas Laporan Keuangan,; dan

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekap penyisihan piutang tak tertagih,

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap ;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan ;
Daftar Rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendelk;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

[khtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawabarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan Peraturan

Agar setiap orang mengetanuinya,
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogar

Daerah ini dengan penempatannya
Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada t@pﬁgg:a-lrg 29‘__‘1Juli 2021
BU&T] DEAN-KOMERING ULU SELATAN,

£
i A

- POPO ALI MARTOPO

. Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
" OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMCR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 4-66/2021




